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Abstract: This research aims to analyze the application of Islamic law to hybrid contracts in the digital
economy sector. Hybrid contracts, which are a combination of various traditional contract elements with
digital transaction technology and mechanisms, are increasingly being used in digital economic
transactions. However, there are challenges in assessing the validity and conformity of these contracts
with the principles of Islamic law, which prioritize justice, transparency and legal certainty. In this
research, a qualitative approach is used to explore Islamic legal perspectives on various types of hybrid
contracts, such as online sales and purchase contracts, rental contracts, and other agreements involving
technology and digital elements. The research results show that although some aspects of hybrid
contracts are acceptable in Islamic law, there are several things that need to be considered, such as
elements of gharar (uncertainty) and riba (interest) that can appear in digital transactions. Therefore, it is
recommended that there be more in-depth regulatory adjustments and development to ensure that digital
contracts remain in accordance with sharia rules. This research contributes to understanding the
application of Islamic law in facing contractual challenges in the digital era, as well as providing
recommendations for business practices that are more sustainable and in accordance with sharia
principles.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam terhadap hybrid kontrak
dalam sektor ekonomi digital. Hybrid kontrak, yang merupakan gabungan antara berbagai elemen
kontrak tradisional dengan teknologi dan mekanisme transaksi digital, semakin marak digunakan dalam
transaksi ekonomi digital. Namun, terdapat tantangan dalam menilai keabsahan dan kesesuaian kontrak
tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepastian
hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi perspektif hukum
Islam terhadap berbagai jenis hybrid kontrak, seperti kontrak jual beli online, kontrak sewa, serta
petjanjian lainnya yang melibatkan teknologi dan elemen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun beberapa aspek dari hybrid kontrak dapat diterima dalam hukum Islam, terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan, seperti unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) yang dapat muncul dalam
transaksi digital. Oleh karena itu, disarankan adanya penyesuaian dan pengembangan regulasi yang lebih
mendalam untuk memastikan bahwa kontrak digital tetap sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Penelitian
ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam menghadapi
tantangan kontrak di era digital, serta memberi rekomendasi bagi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
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Pendahuluan
Dalam era digital yang terus berkembang pesat, sektor ekonomi digital telah menjadi salah

satu pilar utama dalam perekonomian global. Teknologi informasi yang semakin canggih,
bersama dengan kemajuan sistem pembayaran digital dan platform daring, telah mendorong
terciptanya berbagai model bisnis baru, termasuk dalam transaksi keuangan dan perdagangan.
Salah satu perkembangan signifikan dalam sektor ini adalah munculnya hybrid kontrak, yang
menggabungkan elemen-elemen kontrak konvensional dengan prinsip-prinsip yang bersifat
lebih fleksibel dan dinamis. Konsep kontrak ini sangat relevan dalam ekonomi digital, mengingat
banyaknya transaksi yang melibatkan berbagai pihak dengan syarat-syarat yang bervariasi, yang
seringkali melibatkan teknologi dan platform digital.

Namun, meskipun hybrid kontrak semakin populer dalam dunia ekonomi digital,
penerapan kontrak semacam ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam
konteks hukum Islam. Dalam pandangan Islam, kontrak merupakan sebuah perjanjian yang
tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip
syariah, seperti keadilan, kepastian hukum, dan bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba
(bunga). Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap hybrid kontrak dalam ekonomi digital
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis yang berlangsung tetap
berada dalam koridor hukum Islam yang sesuai.'

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang dan
mengatur penerapan hybrid kontrak dalam sektor ekonomi digital. Adapun fokus utama dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah elemen-elemen dalam hybrid kontrak yang
ada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana solusi atau penyesuaian yang
dapat diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis digital tanpa melanggar kaidah hukum
Islam.” Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman mengenai penerapan hukum Islam dalam
sektor ekonomi digital, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktisi hukum,
pelaku ekonomi digital, dan regulator untuk memastikan bahwa praktik bisnis digital tetap sesuai

dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

Metode
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau kualitatif karena lebih

mengedepankan kajian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, terutama yang terkait dengan

! Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Figh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada
lembaga keuangan syatiah." Jurnal penelitian 10, no. 2 (2013): 205-231.

2 Hasni, Hasniati, and Linda Amala Udzma. "Penerapan Hybrid Contract dalam Aplikasi BSI Mobile
Banking (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." Jurnal Kajian Isiam Interdisipliner 8, no. 1 (2023): 39-62.
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hukum Islam. Menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, yaitu menganalisis berbagai norma
yang ada dalam hukum Islam dan membandingkannya dengan praktik kontrak hybrid dalam
sektor ekonomi digital.” Menganalisis literatur yang relevan, baik dari buku, jurnal, artikel,
maupun fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam dan kontrak dalam sektor digital.
Mencari referensi mengenai implementasi hukum Islam dalam transaksi ekonomi digital di
negara-negara yang menerapkan sistem syariah. Mengkaji peraturan-peraturan yang relevan
terkait hukum kontrak dalam ekonomi digital baik di tingkat nasional (misalnya UU ITE, UU
Perlindungan Konsumen) maupun internasional. Menganalisis fatwa atau keputusan yang
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum Islam, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) atau
lembaga fatwa lainnya yang berkaitan dengan transaksi digital.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Komparatif membandingkan konsep-konsep
hukum Islam tentang kontrak dengan praktik kontrak hybrid yang diterapkan dalam ekonomi
digital. Melihat perbedaan dan kesesuaian antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-
prinsip hukum Islam, serta potensi dampak terhadap keberlanjutan ekonomi digital yang sesuai
dengan prinsip syatiah.* Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam memahami sejauh mana sektor ekonomi digital dapat beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal penerapan kontrak hybrid. baik itu dari

sumber hukum Islam maupun dari praktik ekonomi digital yang relevan.

Pembahasan
Pengertian Hybrid Kontrak dalam Ekonomi Digital
Ekonomi digital telah membawa revolusi dalam cara transaksi dan kontrak dilakukan di

berbagai sektor ekonomi. Salah satu konsep yang berkembang dalam dunia ekonomi digital
adalah hybrid kontrak. Hybrid kontrak mengacu pada bentuk kontrak yang menggabungkan
elemen-elemen dari berbagai jenis kontrak tradisional dengan prinsip-prinsip baru yang lebih
fleksibel, sering kali dikarenakan penggunaan teknologi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks
hukum Islam, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum Islam melihat praktik-praktik
kontrak ini, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi digital. Hukum Islam mengatur

segala aspek kehidupan umat Muslim, termasuk transaksi ekonomi dan kontrak. Oleh karena

3 Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. Mezode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021. h. 47

4 Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, AA Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk
Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. Metode
penelitian knalitatif. Zahir Publishing, 2021. h. 77
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itu, diperlukan analisis hukum Islam terhadap praktik hybrid kontrak untuk memastikan bahwa
kontrak tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.’

Hybrid kontrak merupakan kontrak yang memiliki elemen-elemen gabungan dari
beberapa jenis kontrak yang berbeda, misalnya antara kontrak jual beli (bai'), sewa (¢jarah), atau
bagi hasil (musyarakah) dengan elemen-elemen yang lebih modern atau digital.® Dalam sektor
ekonomi digital, hybrid kontrak sering ditemukan dalam transaksi yang melibatkan platform
digital, penyedia layanan berbasis aplikasi, serta penggunaan teknologi informasi yang canggih.
Contoh umum dari hybrid kontrak adalah layanan seperti e-commerce, fintech, atau layanan
berbasis platform (seperti Uber, Go-Jek), di mana terdapat kesepakatan yang tidak hanya
menggabungkan elemen jual beli, namun juga menyertakan elemen sewa atau penggunaan jasa

dalam satu kontrak.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kontrak
Dalam hukum Islam, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap

transaksi atau kontrak, antara lain:

1. Kejujuran (Shidq), setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus mengungkapkan informasi
yang benar, tidak boleh ada unsur penipuan (gharar) dalam transaksi.

2. Keadilan (Adil), tidak boleh ada unsur yang merugikan salah satu pihak, dan transaksi harus
menguntungkan kedua belah pihak.

3. Ketentuan yang Jelas (Musharraf), semua ketentuan dalam kontrak harus jelas, termasuk hak
dan kewajiban masing-masing pihak, harga, waktu pelaksanaan, dan sebagainya.

4. Tidak Ada Riba, setiap transaksi yang melibatkan tambahan yang tidak sah (riba) dilarang
dalam hukum Islam.

5. Tidak Ada Gharar (Ketidakpastian yang Berlebihan), kontrak yang mengandung

ketidakpastian atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam.’

Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Kontrak dalam Ekonomi Digital
1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Dalam menilai apakah hybrid kontrak yang digunakan dalam sektor ekonomi digital sesuai

dengan hukum Islam, kita perlu menilai apakah kontrak tersebut memenuhi prinsip-prinsip

5> Rovika, Laeli Aenur. "IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT AKAD MURABAHAH DAN
WAKALAH DI FINTECH SYARIAH APLIKAST AMAAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARTAH."
PhD diss., Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.

¢ Paramata, Adhayani Mentari, Nasrullah Bin Sapa, and Abdi Widjaja. "Hybrid Contract Perspektif
Ekonomi Islam." [AMBURA: Jurnal limiah Manajemen dan Bisnis 6, no. 3 (2023): 1671-1677.

7 Zuhdi, Muhammad Hatfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." Ig#ishaduna 8, no. 1
(2017): 78-115.
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dasar syariah. Misalnya, dalam kontrak antara platform digital dan pengguna jasa, jika terdapat
elemen jual beli yang tidak jelas atau terdapat ketidakpastian dalam harga atau waktu, maka
kontrak tersebut bisa dianggap mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh
karena itu, kontrak harus dirancang dengan jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak.

2. Kontroversi mengenai Riba
Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik hybrid kontrak di sektor digital adalah terkait
dengan adanya unsur riba, khususnya dalam kontrak yang melibatkan pembiayaan atau
cicilan. Sebagai contoh, dalam transaksi digital yang melibatkan pinjaman atau pembiayaan
untuk pembelian barang atau layanan, ada kemungkinan adanya bunga yang dikenakan pada
cicilan atau pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, bunga tersebut harus diperhatikan dan
harus dipastikan bahwa tidak ada praktik riba yang terlibat.

3. Penerapan Elemen Sewa dan Jual Beli dalam Hybrid Kontrak
Dalam sektor ekonomi digital, banyak platform yang mengadopsi model hybrid kontrak yang
menggabungkan elemen jual beli dan sewa. Contoh yang jelas adalah pada platform seperti
Uber atau Go-Jek, di mana terdapat unsur sewa kendaraan dan sekaligus transaksi
pembayaran untuk layanan. Secara prinsip, selama transaksi tersebut dilakukan dengan
kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dan tidak ada elemen riba atau gharar, maka
praktik ini bisa diterima dalam hukum Islam.?

4. E-commerce dan Penerapan Hukum Islam
E-commerce yang menggunakan model hybrid kontrak juga perlu diperhatikan dalam
konteks syariah. Dalam transaksi jual beli online, penting untuk memastikan bahwa barang
yang diperjualbelikan adalah barang yang sah, tidak melanggar hukum Islam, dan transaksi
dilakukan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Pembayaran yang dilakukan melalui
sistem cicilan atau kredit harus menghindari unsur riba. Model pembayaran yang ada harus
mengikuti ketentuan hukum Islam, seperti menggunakan prinsip jual beli yang sah (misalnya
murabahah) atau bagi hasil (musyarakab) jika diterapkan dalam konteks pembiayaan.

5. Keterbukaan dan Perlindungan Konsumen
Hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hybrid
kontrak di sektor ekonomi digital, seperti yang terjadi pada platform digital, perlu ada jaminan
transparansi dan keterbukaan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap pihak.

Konsumen harus diberikan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan

8 Sayuti, Muhammad Noor. "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi
Masyarakat Tethadap Bank Syatiah." A/ lgtishadiyah: Ekonomi Syarialy Dan Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2020):
111-129.
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serta biaya yang dikenakan, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kejujuran dan

keadilan dalam transaksi.’

Penutup
Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam: Dalam perspektif hukum Islam, kontrak harus

memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian) serta
riba (bunga). Hybrid kontrak yang mencakup elemen-elemen digital seperti smart contracts
dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut jika disusun dengan benar, jelas, dan menghindari
ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Peran Teknologi dalam
Mempermudah Akad: Teknologi, seperti blockchain, yang mendasari sebagian besar hybrid
kontrak, dapat mendukung prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dengan memberikan
transparansi dan pengurangan potensi penipuan. Namun, penting bahwa teknologi tersebut
digunakan dalam konteks yang sesuai dengan norma-norma syariah, misalnya dalam
penghindaran transaksi yang mengandung unsur riba atau spekulasi berlebihan. Kontroversi dan
Tantangan: Meskipun hybrid kontrak dapat menawarkan solusi efisien dalam transaksi digital,
tantangan utama dalam implementasi kontrak semacam ini adalah ketidakpastian mengenai
pengaturan legalitas dan pengawasan syariah atas kontrak-kontrak berbasis teknologi ini.
Ketidakjelasan tentang pengawasan lembaga keagamaan terhadap penggunaan teknologi dalam
kontrak digital juga menjadi isu yang harus diatasi. Secara keseluruhan, hybrid kontrak dalam
ckonomi digital memiliki potensi untuk menjadi sarana yang sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum Islam jika diterapkan dengan memperhatikan aturan-aturan syariah yang mendasari
transaksi ekonomi. Namun, penerapannya memerlukan perhatian khusus pada integritas
teknologi dan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang

bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
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